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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1
Pengertian, Fungsi, dan Tata Cara Pemungutan Pajak

2.1.1
Pengertian Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan karena termasuk pos yang sangat penting, bahkan merupakan yang terpenting pada anggaran pendapatan pemerintah. Pajak bersama kebijakan fiskal lainnya, menjadi kebijakan pengatur perekonomian karena dari sudut yang bersifat makro, hal itu akan berdampak ekspansioner (memperbesar) dan kontaksional (memperkecil) terhadap pendapatan nasional dan dari sudut mikro, pajak merupakan semacam pembebanan tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas dan dengan demikian mengarah kepada pemerataan dalam masyarakat. Agar sasaran ini dapat tercapai, peraturan pajak harus mempunyai karakteristik kualitatif yaitu sederhana dan menjamin rasa adil diantara wajib pajak 

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Adriani  dalam bukunya yang berjudul ”Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengatakan bahwa :

 “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

        (1991 : 2)
Sedangkan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH didalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan” yaitu :

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

        (1990 : 5)
Jadi kesimpulan dari kedua definisi tersebut diatas pajak adalah iuran rakyat (wajib pajak) kepada negara menurut Undang-Undang dengan tidak mengharapkan timbal balik yang bertujuan untuk membayar atau membiayai pengeluaran-pengeluaran umum oleh negara.

2.1.1.1 Subjek Dan Objek Pajak

A.
Subjek Pajak

Menurut Undang-Undang No. 17 tahun 2000 pasal 2 yang menjadi subjek pajak adalah :

a. Orang pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

c. Badan 

d. Bentuk usaha tetap

Subjek pajak terdiri dari subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri, yang dimaksud dengan subjek pajak dalam negeri adalah :

a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia 

b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia 

c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak  

Yang dimaksud dengan subjek pajak luar negeri adalah :

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap Indonesia 

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia

 Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:   

a) Badan perwakilan negara asing

b) Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, dan konsulat atau pejabat-pejabat dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau  memperoleh penghasilan lain diluar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

c) Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, dengan syarat :

1) Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

2) Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota 

d) Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan dengan syarat bukan warga negara

e) Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia

B.
Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk :

a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.

b. Hadiah dari undian atu pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.

c. Laba usaha.

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :

1) Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyerhan modal.

2) Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota.

3) Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambil alihan usaha.

4) Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.

g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.

h. Royalti

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.

n. Premi asuransi

o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaaan bebas.

p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum kena pajak.  

2.1.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan definisi pajak diatas, yang menyatakan bahwa pajak merupakan iuran rakyat untuk mengisi kas negara yang ditujukan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah beserta kebijaksanaannya. Untuk itu fungsi pajak bagi pemerintah dibagi atas 2 bagian :

a) Fungsi budgetair
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.

b) Fungsi regulered
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Dengan fungsi mengaturnya pajak digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi mengatur banyak ditujukan kepada sektor swasta.

2.1.3 Tata Cara Pemungutan Pajak

a. Stelsel pajak

Pemungutan ini dapat dilakukan dengan 3 stelsel :

1. Stelsel nyata (riel stelsel)

Pajak dikenakan atas dasar objeknya (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah penghasilan yang sebenarnya diakui.

2. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)

Penggunaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh Undang-Undang. Misalnya penghasilan suatu tahun diasumsikan sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

3. Stelsel campuran

Stelsel campuran adalah kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya, bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak hanya menambah, sebaliknya jika lebih kecil kelebihannya dapat diterima kembali.

2.1.3.1
Asas Pemungutan Pajak

Dikenai beberapa asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

1. Asas domisili (asas tempat tinggal)

Negara berhak untuk memungut pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di Indonesia, baik penghasilan yang berasal dari dalam dan luar negeri. Asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri.

2. Asas sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya (dihasilkan di Indonesia) tanpa memandang kewarga negaraan atau dimana tempat tinggal wajib pajak.

3. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak yang dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan pada setiap orang yang bukan berkebangsaan Indonesia yang bertempat tinggal di Indonesia. Asas ini berlaku untuk wajib pajak luar negeri.

2.1.3.2 Sistem Pemungutan Pajak

1.
Official assesment system

Merupakan suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2. Self assesment system

Merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan / menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang.

3. With holding system

Merupakan sistem pemungutan pajak yang mana memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk membantu wajib pajak menghitungkan besarnya pendapatan kena pajak / besarnya pajak terutang.

2.2 Dasar Hukum dan Peraturan Pelaksanaan

Karena begitu pentingnya masalah perpajakan ini dan agar penerimaan dari sektor ini lebih jelas peraturannya maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang dan beberapa peraturan yang khusus mengatur perpajakan, terutama masalah pajak penghasilan :

a. UU No. 16 tahun 2000  tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

b. UU No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan.

c. Peraturan Pemerintah No. 47 tahun 1994 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan.

d. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 606 / KMK.04 / 1994 tentang penentuan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pelaporan pajak serta tata cara pengangsuran dan penundaan pembayaran pajak.

2.2.1 Pengertian-Pengertian Dalam Ketentuan Umum

Berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, beberapa pengertian-pengertian umum antara lain :

1. Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan yang ketentuan peraturan perundangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

2. Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.

3. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean

4. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud pada angka 3 yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang pajak pertambahan nilai, tidak termasuk pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak

5. Nomor pokok wajib pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya

6. Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim kecuali ditetapkan lain oleh Menteri Keuangan.

7. Tahun pajak adalah jangka waktu satu tahuan takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

8. Bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu satu tahun pajak.

9. Pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan peraturan perundangan perpajakan.

10. Surat pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objek pajak dan atau bukan objek pajak dan atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Surat pemberitahuan masa adalah surat pemberitahuan untuk suatu masa pajak.

12. Surat pemberitahuan tahunan adalah surat pemberitahuan untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.

13. Surat setoran pajak adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas Negara melalui kantor pos dan atau bank badan usaha milik Negara atau bank badan usaha milik daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh menteri keuangan.

14. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau surat ketetapan pajak lebih bayar atau surat ketetapan pajak nihil.

15. Surat ketetapan pajak kurang bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanski administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

16. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

17. Surat ketetapan pajak lebih bayar adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

18. Surat ketetapan pajak nihil adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

19. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

20. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

2.2.2 Perubahan Undang-Undang Perpajakan 

1. Perubahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP).

2. Perubahan Undang-Undang No. 7 tahun 1983 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan (PPh).

3. Perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 menjadi Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah (PPN – PPn BM).

4. Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Tarif Pajak (pasal 17)

Untuk lebih memperhatikan aspek keadilan, struktur tarif umum yang berlaku untuk wajib pajak orang pribadi berbeda dengan wajib pajak badan. Struktur tarif umum bagi wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut :

1. Sampai dengan – Rp. 25.000.000,00




5 %

2. Diatas Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00


10 %

3. Diatas Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00


15 %

4. Diatas Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00


25 %

5. Diatas Rp. 200.000.000,00 





35 %

Struktur tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai berikut :

1. Sampai dengan Rp. 50.000.000,00




10 %

2. Diatas Rp. 50.000.000,00 – Rp. 100.000.000,00


15 %

3. Diatas Rp. 100.000.000,00





30 %

2.3 Pengertian Pendapatan

2.3.1 Pengertian Pendapatan Menurut Akuntansi

Pendapatan merupakan elemen terpenting di dalam operasional setiap perusahaan, karena dalam melakukan setiap aktivitas usaha, perusahaan pasti mengharapkan laba yang dipengaruhi oleh pendapatan dari operasi perusahaan.

Pengertian pendapatan menurut Smith dan Skousen yang diterjemahkan oleh Zaki Baridwan didalam bukunya “Intermediate Accounting” mengatakan bahwa : 
“Pendapatan adalah arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya (kombinasi dari keduanya) dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut”.

   (1993 : 123)
Walaupun definisi ini telah menunjukkan sifat atau bentuk atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dengan yang diterimanya, tapi tidak menyatakan secara jelas dalam bentuk apa pendapatan itu dinyatakan dan dilaporkan.

Biasanya pendapatan dinyatakan dengan satuan uang seperti yang dikemukakan oleh Paton dan Litleton yang diterjemahkan oleh Suwarjono didalam bukunya “Pokok-Pokok Pikiran Paton dan Littleton Tentang Prinsip Akuntansi” mengatakan bahwa :

“Pendapatan dapat dianggap sebagai produk perusahaan dan besarnya diukur dengan sejumlah rupiah aktiva baru yang diterima dari konsumen”

     (1995 : 77)

Kesimpulan dalam pernyataan kedua definisi diatas tersebut bahwa pendapatan adalah pernyataan dengan uang dari jumlah produk atau jasa yang diberikan oleh suatu perusahaan kepada langganannya dalam jangka waktu tertentu. Ini berarti bahwa pengakuan pendapatan telah ada penentuan waktu sebagai hasil pertukaran tersebut, tetapi tidak menyatakan secara jelas kapan suatu pendapatan dicatat dan diakui.

2.3.2 Pengertian Pendapatan Menurut Undang-Undang Perpajakan.

Ketentuan pasal 4 dalam Undang-undang perpajakan No. 17 tahun 2000 menyatakan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama apapun dan dalam bentuk apapun. Untuk lebih rinci lihat halaman 14 – 16 Bab II.
Pengertian penghasilan dalam undang-undang ini tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber-sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan wajib pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

2.4 Pengertian Biaya dan Laba

2.4.1 Pengertian Biaya Menurut Akuntansi.

Biaya menurut Smith and Skousen yang diterjemahkan oleh Zaki Baridwan dalam bukunya yang berjudul “Intermediate Accounting” yaitu : 
“Biaya adalah arus keluar atau penggunaan harta lainnya atau peningkatan dari hutang-hutangnya (atau keduanya) dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk terus dari satuan usaha tersebut”.

   (1993 : 123)
Pengertian biaya menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK 2001) sebagai berikut : 

“Biaya (cost) adalah penurunan manfaat ekonomis selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya pembagian kepada penanam modal.”
Biaya menurut Suwarjono mengutip “pokok-pokok pikiran Paton and Littleton” yaitu : 
“Pengurangan pendapatan yang berkaitan langsung dengan elemen persediaan (inventory elements) dan yang dipandang melekat erat pada produk sering disebut dengan harga pokok penjualan, sedangkan pendapatan yang kurang langsung berkaitan dengan proses produksi dan produk fisik disebut biaya”.
     (1995 : 44)

Sedangkan Menurut Soemarso dalam bukunya “Akuntansi Suatu Pengantar” adalah :

“Biaya (beban) adalah penurunan modal bruto sehubungan dengan kegiatan usaha perusahaan. Penurunan modal bruto dapat terjadi melalui penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban.”
               (1992 : 246)
Sedangkan menurut Mulyadi dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Biaya” mengatakan bahwa :

“Biaya sebagai pengorbanan sumber ekonomis, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau kemungkinan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu”.
                   (1994 : 8)
Dari kelima pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa biaya (cost) dapat mencakup baik kerugian maupun biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Biaya tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas (dana setara kas), persediaan dan aktiva tetap, sehingga dapat mengurangi pendapatan.
2.4.2 Pengertian Biaya Menurut Undang-Undang Perpajakan.
Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 tentang pajak penghasilan, yang dimaksud dengan biaya adalah : Biaya  untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan itu, meliputi biaya pembelian bahan, upah dan gaji karyawan termasuk bonus atau gratifikasi, honorarium, sewa, bunga, royalti, biaya perjalanan, piutang-piutang yang tak dapat tertagih, premi asuransi, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau amortisasi.

2.4.3
Pengertian Laba Menurut Akuntansi

Saat sekarang ini laba dapat dijadikan tolak ukur perusahaan dan dapat digunakan investor atau kreditor untuk memprediksikan arus kas , dimana laba tersebut merupakan selisih pengukuran, pendapatan dan biaya.


Dengan mengacu kepada komponen-komponen laporan laba-rugi diatas maka laba dapat diartikan sebagai selisish dari pendapatan dan biaya, dimana jumlah pendapatan lebih besar daripada biayanya, dan apabila rugi adalah merupakan kebalikannya. Hal ini sesuai dengan kutipan dari pendapat Hendrikson yang diterterjemahkan dalam buku berjudul “Teori Akuntansi” oleh Suwarjono mengemukakan :

“Laba adalah selisih dari pendapatan dan biaya, dimana jumlah pendapatan lebih besar daripada biayanya”.

                                                                                                   (1999:242)

2.4.4
Pengertian Laba Menurut UU Perpajakan

Menurut UU PPh No. 17 tahun 2000 laba yaitu :

“Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia , yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.”

Definisi laba seperti diatas dapat berarti sangat luas karena tidak ada batasan tertentu tentang istilah “setiap tambahan kemampuan ekonomis”. Dalam bagian penjelasan Undang-undang tersebut hanya dicantumkan bahwa tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh seseorang atau badan merupakan ukuran yang terbaik mengenai kemampuan seseorang atau badan untuk ikut memikul biaya yang rutin maupun untuk pembangunan.

Penghasilan dapat dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas

2. Penghasilan dari kegiatan usaha

3. Penghasilan dari modal

4. Penghasilan lain-lain seperti pembebasan utang, hadiah dan lain sebagainya

2.5
Penyusutan (Depresiasi)

A.
Penyusutan menurut akuntansi.

Depresiasi adalah sebagian perolehan dari aktiva tetap yang secara sistematis dialokasikan sebagai biaya pada setiap periode akuntansi. Ini merupakan proses alokasi, bukan penilaian. Beban depresiasi untuk satu tahun adalah sebagian dari jumlah total beban itu yang dengan sistem tersebut dialokasikan ke tahun yang bersangkutan. Meskipun didalam alokasi tersebut di perhitungkan hal-hal yang terjadi selama tahun tersebut, tidaklah dimaksudkan sebagai suatu alat pengukur terhadap akibat-akibat dari kejadian tersebut. 

Faktor-faktor yang menyebabkan depresiasi, bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

a. Faktor-faktor fisik

Faktor-faktor fisik dikatakan dapat mengurangi fungsi dari aktiva tetap adalah disebabkan oleh keausan karena dipakai (wear and tear), aus karena umur (detecrioration) dan karena kerusakan-kerusakan.

b. Faktor-faktor fungsional

Ketidakmampuan aktiva untuk memenuhi kebutuhan produksi, sehingga perlu diganti dan karena adanya perubahan terhadap barang dan jasa yang dihasilkan atau karena kemajuan teknologi sehingga aktiva tersebut tidak ekonomis lagi jika terpakai.

Ada tiga faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan beban depresiasi setiap periode, yaitu :

a. Harga perolehan

b. Nilai sisa (residu)

c. Taksiran umur kegunaan (masa manfaat)

Dari faktor-faktor diatas dapat dihitung biaya  depresiasi tiap tahun. Biaya depresiasi ini merupakan suatu taksiran yang ketelitiannya sangat tergantung pada ketiga faktor diatas yang akan mempengaruhi besarnya laba – rugi perusahaan tiap periodenya.

Ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung biaya penyusutan. Dan untuk dapat memilih salah satu dari banyak metode tersebut diperhitungkan keadaan-keadaan yang mempengaruhi aktiva tersebut. Metode-metode itu adalah :

a. Metode garis lurus (straight line method)

b. Metode jam jasa (service hours method)

c. Metode hasil produksi (productive output method)

d. Metode beban berkurang (reducing charge method)

1) Jumlah angka tahun (sum of year digits method)

2) Saldo menurun (declining balance method)

3) Saldo menurun ganda (double declining balance method)

4) Tarif menurun (declining rate on cost method)

B. Penyusutan menurut Undang-Undang Perpajakan

Kapan dan bagaimana suatu biaya dibebankan dalam suatu periode mungkin juga berbeda antara ketentuan perpajakan dengan prinsip akuntansi. Misalnya untuk pembebanan biaya penyusutan, pembebanan biaya penyusutan untuk tujuan pajak sudah ditentukan didalam Undang-Undang Perpajakan. Untuk menghitung penyusutan aktiva tetap dikategorikan atas beberapa golongan aktiva yang dibagi atas golongan 1, 2, 3, 4 dan golongan bangunan. Golongan bangunan terbagi atas bangunan yang bersifat permanen dan tidak permanen.

Seperti kita ketahui, dalam akuntansi kita mengenal banyak sekali metode perhitungan penyusutan yang dapat dipilih dan dijadikan sebagai perhitungan penyusutan aktiva tetap. Namun didalam peraturan perpajakan hanya dikenal dan diberlakukan dua macam metode penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap golongan 1, 2, 3, 4 dapat disusutkan dengan menggunakan metode saldo menurun (declining balance method) dan metode garis lurus (straight line method).

Sedangkan aktiva tetap berupa bangunan hanya disusutkan dengan memakai metode garis lurus (straight line method). Metode penyusutan tersebut dapat dipilih dan disesuaikan oleh perusahaan sesuai dengan kebijaksanaan selama ini ditetapkan oleh perusahaan. Namun seandainya perusahaan tidak menggunakan salah satu dari kedua metode tersebut baik metode garis lurus atau metode saldo menurun dalam perhitungan penyusutan aktiva tetapnya maka untuk keperluan perpajakan perusahaan tetap harus memilih salah satu metode yang berlaku dalam Undang-Undang Perpajakan, baik itu metode saldo menurun atau metode garis lurus.

Penggolongan aktiva tetap berwujud berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan      No. 17 Tahun 2000 pengaturannya akan tampak seperti didalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Harta Berwujud

	Kelompok Harta Berwujud
	Masa Manfaat
	Tarif Depresiasi Sebagaimana Dimaksud Dalam

	
	
	Ayat (1)
	Ayat (2)

	I.  Bukan Bangunan
	
	
	

	     a. Kelompok 1
	4 tahun
	25 %
	50 %

	     b. Kelompok 2
	8 tahun
	12,5 %
	25 %

	     c. Kelompok 3
	16 tahun
	6,25 %
	12,5 %

	     d. Kelompok 4
	20 tahun
	5 %
	10 %

	II. Bangunan
	
	
	

	     a. Permanen
	20 tahun
	5 %
	-

	     b. Tidak permanen
	10 tahun
	10 %
	-


Untuk aktiva tetap berupa tanah tidak ada pernyusutan seperti aktiva tetap lainnya, karena dianggap tanah semakin lama akan memiliki peningkatan nilai ekonomis.

2.6
Koreksi Fiskal

Adanya perbedaan yang terjadi antara laba menurut perhitungan akuntansi dan laba menurut perhitungan pajak, akan menyebabkan harus dilakukan koreksi fiskal (fiskal correction). Koreksi tersebut dilakukan terhadap laba akuntansi untuk mendapatkan besarnya pendapatan kena pajak.

Soemarno dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Suatu Pengantar” menyatakan sebagai berikut : 

“Koreksi fiskal terjadi karena adanya perbedaan konsep, cara pengukuran, pengakuan pendapatan dan biaya antara ketentuan perpajakan dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku, sehingga menyebabkan perlunya koreksi fiskal”. 

  (1992 : 269)  

Koreksi ini dilakukan dengan maksud menyesuaikan laba akuntansi dengan ketentuan-ketentuan perpajakan sehingga diperoleh laba pajak.

Apabila dalam laporan keuangan yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka tidak perlu lagi diadakan koreksi fiskal, sehingga pos-pos dalam perhitungan laba–rugi atas laporan keuangan yang telah dihitung sudah sesuai dan tidak ada perbedaan-perbedaan baik itu konsep, cara pengukuran dan pengakuan pendapatan serta biaya dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Perbedaan yang terjadi tersebut diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

1. Perbedaan waktu

Perbedaan waktu terjadi apabila terdapat item-item dari pendapatan dan biaya yang diperhitungkan dalam penentuan laba akuntansi untuk satu periode tetapi diperhitungkan dalam pendapatan atau laba pajak untuk periode yang berlainan.

2. Perbedaan permanen

Perbedaan permanen terjadi jika ada item-item atau transaksi-transaksi yang pengaruhnya ikut diperhitungkan dalam penentuan laba akuntansi tetapi tidak demikian halnya untuk tujuan perpajakan, atau item-item atau transaksi yang pengaruhnya ikut diperhatikan dalam penentuan laba kena pajak tetapi tidak demikian halnya untuk tujuan akuntansi.

Menurut Mardiasmo (1994 : 129) perbedaan permanen dan perbedaan waktu diuraikan sebagai berikut :

1. Perbedaan yang bersifat tetap : Transaksi-transaksi pendapatan dan biaya tertentu yang boleh diakui oleh akuntansi pajak (peraturan pajak) atau sebaliknya.

2. Perbedaan waktu : Perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya-biaya yang sudah diakui oleh akuntansi tetapi menurut pajak belum atau sebaliknya. Perbedaan ini sifatnya sementara karena akan tertutup periode sesudahnya.

2.7
Perbedaan Umum Mengenai Laba Antara Akuntansi dengan Ketentuan Perpajakan

Pajak mempunyai dua tujuan dasar yang berbeda yaitu sebagai sumber penerimaan pemerintah dan sebagai alat kebijakan pengaturan perekonomian. Pajak menjadi sumber penerimaan karena termasuk pos yang sangat penting, karena hal ini akan berdampak terhadap pendapatan nasional dan dari sudut mikro, pajak merupakan semacam pembebanan tidak langsung atas barang publik serta eksternalitas dan dengan demikian mengarah pada pemerataan dalam masyarakat. Agar sasaran ini dapat tercapai peraturan perpajakan harus mempunyai karakteristik kualitatif, yaitu sederhana dan menjamin rasa adil diantara wajib pajak.

Di pihak lain, akuntansi mempunyai tujuan dasar sebagai penyedia informasi dalam rangka pengambilan keputusan bisnis. Sehubungan dengan informasi tersebut, maka informasi akuntansi juga harus mengandung karakteristik kualitatif. Hal ini tercantum dalam SAK 2001 yang secara sederhana disebutkan 4 karakteristik pokok yaitu : dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat diperbandingkan.

Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa peraturan perpajakan dengan prinsip akuntansi mempunyai tujuan dan karakteristik yang berbeda akan tetapi, keduanya harus diterapkan pada perusahaan secara serempak dalam mengukur pendapatan dan beban.


Walaupun adanya perbedaan yang mendasari perhitungan laba rugi, terdapat lampu hijau dalam SAK 2001 untuk mengikuti peraturan perpajakan baik dalam rangka pengakuan pendapatan dan beban maupun dalam menghitung beban pajak itu sendiri. Hal ini tercantum dalam SAK (pengungkapan pajak penghasilan serta pengklasifikasiannya secara tersendiri).


Kutipan pertama, meskipun berbicara tentang perubahan dalam rangka pengakuan pendapatan dan beban, sesungguhnya sejalan dengan kutipan kedua. Sekiranya peraturan perpajakan bisa dijadikan dasar untuk mengakui pendapatan dan beban, maka dengan sendirinya jumlah pajak penghasilan dalam perhitungan laba rugi akan dihitung berdasarkan laba kena pajak
2.8
Langkah Koreksi Terhadap Laporan Keuangan

Menyadari akan sifat dan keterbatasan dari laporan keuangan, untuk menentukan besarnya perolehan laba, pemerintah tidak mengharuskan wajib pajak menyusun laporan keuangan fiskal, namun demikian kita juga perlu menyusun laporan keuangan yang sudah dimodifikasi sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Masalah akuntansi yang menyebabkan timbulnya koreksi fiskal adalah menentukan besarnya laba sebelum pajak sebagai dasar perhitungan pajak terutang pada periode tertentu. Laba perusahaan ditetapkan berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang bertujuan memberikan informasi keuangan yang berguna tentang hasil operasional usaha perusahaan. Sedangkan laba pajak ditetapkan berdasarkan metode dan prosedur yang ditetapkan perpajakan untuk memberikan informasi dalam menentukan besarnya pajak terutang yang harus disetorkan kepada kas negara

Perbedaan-perbedaaan utama antara laba atau penghasilan kena pajak dan dihitung berdasarkan prinsip akuntansi dapat diklasifikasikan dalam: 

1.
Perbedaaan Waktu 


Dalam hal praktek, perbedaan waktu tersebut dapat terjadi dalam hal-hal berikut ini :

· Biaya-biaya untuk menghitung PKP dikurangkan lebih awal daripada pengurangan dalam menentukan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial. Maksudnya adalah beban tersebut telah diakui pada periode berjalan menurut fiskus, tetapi baru diakui pada periode selanjutnya menurut akuntansi.

· Penghasilan untuk menghitung PKP dihitung lebih lambat daripada perhitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial. Maksudnya adalah pendapatan yang telah diakui menurut akuntansi pada tahun berjalan, tetapi baru dicatat sebagai pendapatan pada tahun berjalan, dan baru dicatat sebagai pendapatan menurut fiskus pada periode selanjutnya

· Penghasilan untuk menghitung PKP dihitung lebih awal daripada penghitungan laba sebelum pajak untuk tujuan komersial. Maksudnya adalah pendapatan yang telah diakui sebagai pendapatan pada periode berjalan menurut fiskus, tetapi baru diakui pada periode berikut menurut akuntansi

2.
Perbedaan Tetap

Perbedaan tetap disebabkan karena adanya ketentuan fiskal yang menyatakan bahwa pendapatan dan biaya tertentu tidak diperkenankan dalam penghitungan PKP. Perbedaan tetap dapat mempengaruhi salah satu dari laporan keuangan tersebut, baik laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip akuntansi maupun laporan keuangan yang disusun berdasarkan ketentuan perpajakan.

Contohnya adalah :

a) Biaya entertainment

b) Pemberian kenikmatan dalam bentuk natural
c) Sumbangan dan lain-lain

3. Perbedaan Interprestasi

Perbedaaan interprestasi yang dalam prakteknya masih terdapat di dunia bisnis walaupun kasusnya sangat terbatas. 

Menurut Hendrikson dalam bukunya “Accounting Theory”  perbedaan interprestasi  ini dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Differences arise from the direct charging or crediting to retained earnings or extraprdinary gains or losses of items included in the computation of taxable net income”.

(1999:430)

 Jadi perbedaan ini timbul karena adanya pembebanan atau pengkreditan langsung untuk suatu item ke laporan laba ditahan atau laba atau rugi akibat transaksi yang sifatnya luar biasa yang sebenarnya menurut aturan perpajakan termasuk dalam penghitungan laba kena pajak

Uraian diatas dapat diartikan sebagai berikut :

a. Perbedaan timbul karena adanya ketentuan-ketentuan dan pembatasan-pembatasan khusus dalam ketentuan perpajakan yang didasarkan kepada pertimbangan kepentingan ekonomi, politik dan administrasi yang tidak dapat dikaitkan dengan perhitungan laba akuntansi

b. Perbedaaan yang timbul sebagai akibat pembebanan atau pengkreditan langsung terhadap laba yang ditahan atau pada extraordinary gains or losses yang dimasukkan dalam perhitungan PKP  

Perbedaan yang timbul dari laba perpajakan dan laba pembukuan atau akuntansi dapat bersifat permanen atau sementara. Perbedaan permanen dapat ditimbulkan dari :

1.    Pos-pos yang dimasukkan kedalam perhitungan laba kena pajak, tetapi tidak pernah diakui untuk tujuan akuntansi

2.    Pos-pos yang diakui untuk tujuan akuntansi, tetapi tidak pernah dimasukkan dalam penghitungan laba kena pajak

Perbedaaan temporer atau sementara timbul akibat pos-pos pendapatan dan beban diakui untuk tujuan akuntansi dalam periode sebelum atau sesudah pos-pos tersebut dimasukkan dalam perhitungan laba kena pajak. Sedangkan perbedaaan sementara ini memerlukan alokasi pajak antar periode (interperiod tax allocation).
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